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A. Latar Belakang 
Semakin tingginya kepadatan penduduk semakin besar pula serta kebutuhan akan tanah meningkat sedangkan luas tanah tetap dan bahkan berkurang.(Kalimat ini tidak jelas) Keadaan demikian dapat menimbulkan pertentangan sehingga menimbulkan konflik di masyarakat karena masih banyak masyarakat yang memiliki  tanah tanpa didasari oleh bukti hak yang kuat. Penguasaan tanah oleh anggota masyarakat umumnya diperoleh dengan cara membuka melalui sistem lading berpindah dan selanjutnya dikuasai oleh masyarakat sampai sekarang, melalui proses pewarisan dan peralihan hak yang pada umumnya tidak mempunyai bukti tertulis. Untuk mengetahui proses beralihnya hak atas tanah sulit dibuktikan dengan alat bukti yang kuat sehingga timbul ketidakpastian mengenai siapa pemiliknya maupun batas-batas tanahnya.
Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan pemerintahan tidak dapat lagi ditampung oleh peradilan umum yang ada. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu peradilan khusus yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, yakni sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Peradilan ini dalam radisi rechtstaat disebut dengan peradilan administrasi. Begitu pentingnya peradilan administrasi ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan. (Alinea ini substansi benar tapi di luar konteks)
Sejak diundangkannya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah banyak kasus sertifikat yang telah dibatalkan oleh PTUN. Pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan cacat administrasi adalah pembatalan keputusan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diketahui ada kesalahan substansial/ admiministrasi, sehingga bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Kesalahan yang bersifat administrasi berarti suatu kesalahan yang bersifat pokok dalam penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah yang menjadi dasar terbitnya sertifikat haknya. Dalam konsep hukum administrasi, salah satu aspek penting sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah aspek substansi seperti subjek, objek, isi dan tujuannya.  Lingkup substansial berhubungan dengan isi dan tujuan sebagaimana isi dan tujuan  peraturan dasar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lain ataupun peraturan yang lebih tinggi dalam penerbitan keputusan atau ketetapan tersebut.  Menurut Soehino menjelaskan:  1

“isi serta tujuan ketetapan administrasi harus sesuai dan isi serta tujuan peraturan yang memuat aturan-aturan hukum inabstrakto dan unpersonal yang menjadi dasar hukum, serta memberi wewenang khusus kepada alat perlengkapan administrasi negara untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang berupa pembentukan aturan hukum inkonkrito terhadap hal-halatau keadaan konkret.”[footnoteRef:1] [1:  Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara (Jogjakarta : Liberty, 2000), h. 119.] 

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, yang meyatakan bahwa:
“salah satu aspek sahnya suatu keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara adalah aspek substansif, artinya obyek keputusan tidak ada cacat administrasi”.[footnoteRef:2] [2:  Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Jogyakarta : Gajah Mada University Press,  2006), h.83.
] 

Jika ternyata terbukti adanya cacat administrasi maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1986 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan adanya cacat administrasi, disini objek yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara adalah sertifikat hak atas tanah, dan yang menjadi subjek adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai badan hukum perdata yang menerbitkan sertifikat atas tanah. Dengan dasar itu, pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi domain Badan Pertanahan Nasional atas pembatalan hak atas tanah.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 jo Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  
Dalam UUPA, pembatalan hak atas tanah merupakan salah satu sebab hapusnya hak atas tanah tersebut. Apabila telah diterbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah, baik karena adanya cacat hukum administrasi maupun untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka haknya demi hukum hapus dan stastus tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.  Apabila Putusan Pengadilan memerintahkan penghapusan hak atas tanah, maka pencatatan hapusnya hak atas tanah tersebut baru dapat dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Akan tetapi dalam realitanya banyak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amar putusannnya berisi tentang pembatalan serifikat hak atas tanah yang dianggap cacat adminstrasi tidak dilaksakan oleh Badan Pertanahan Nasional.  Hal ini disebabkan karena UU No. 9 Tahun 2004 tidak mengatur secara rinci tahapan upaya eksekusi secara paksa yang bisa dilakukan atas keputusan PTUN serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam UU No. 9 Tahun 2004.
Bentuk pelaksanaan putusan/eksekusi Pengadilan Tata Usaha diatas pada pengaturannya memberikan kewajiban pihak tergugat atas putusan inkracht Peradilan Tata Usaha Negara.[footnoteRef:3] Putusan inkracht Peradilan Tata Usaha Negara memuat isi dan bentuk putusan yang akan dilaksanakan oleh pihak tergugat. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara berupa gugatan dikabulkan yang akan dilaksanakan/eksekusi pihak tergugat (Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara), adakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat dalam pelaksanaan putusan/eksekusi.[footnoteRef:4] [3:  Pasal 97 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: 
(7) Putusan Pengadilan dapat berupa :
a. gugatan ditolak;
b. gugatan dikabulkan;
c. gugatan tidak diterima;
d. gugatan gugur. 
(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara]  [4:  Pasal 97 ayat (9), (10), dan (11) Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: 
(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara  yang bersangkutan; atau
b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara  yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara  yang baru; atau
c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara  dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.] 

Dalam Tesis ini, penulis akan mengangkat salah satu kasus sengketa pertanahan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL, disini Putusan Pengadilan tentang pembatalan serifikat tanah belum dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Bengkulu. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengangkat fenomena ini dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL” dimana akan meneliti profesionalisme dan konsistensi aparat pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa pertanahan.  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menurut putusan PTUN Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL ? 
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah oleh Badan Pertanahan Nasional Bengkulu?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan putusan hakim PTUN Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL ?
Catatan:
1. Latar Belakang Masalah (LBM) tidak menguraikan adanya masalah penelitian.
2. [bookmark: _GoBack]Rumusan masalah tidak nyambung dengan LBM. Dalam LBM tidak ada sama sekali uraian tentang putusan PTUN Bengkulu.
3. Kalau anda mau meneliti pertimbangan hakim, di LBM Anda uraikan sedikit saja pertimbangan hakim yang menurut Anda bermasalah.
4. Bahasa Indonesia yang Anda gunakan belum benar dan baik.
5. Karena belum tampak adanya masalah penelitian, saya belum berkomentar tentang bagian-bagian lain dari proposal ini

C. Tujuan dan menfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menurut putusan PTUN Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL.
b. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah oleh Badan Pertanahan Nasional Bengkulu.
c. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan putusan hakim PTUN Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis 
1) Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terhadap analisis yuridis terhadap  pertimbangan putusan hakim PTUN Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL Prespektif Hukum Islam 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya
3) Hasil Penelitian ini untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



b. Secara Praktis 
1)  Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para tokoh agama dan khususnya para peneliti analisis yuridis terhadap  pertimbangan putusan hakim PTUN Bengkulu.
2) Sebagai bahan acuan pasangan suami istri dalam berbenah dalam tindak lanjut PTUN Bengkulu dan Masyarakat
D. Penelitian Terdahulu
1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Nurul Hidayah, Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisa Putusan Nomor 043/G2014/PTUN.SMG)[footnoteRef:5] [5:  Nurul Hidayah, Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisa Putusan Nomor 043/G2014/PTUN.SMG (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017).] 

Pada penulisan ini penulis membahas mengenai pelaksanaan putusan PTUN perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG. Hal ini dilantar belakangi dengan banyaknya putusan yang diajukan kepada  Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Bedasarkan penelasan diats, menarik untuk diteliti (1) pelaksanaan putusan PTUN perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG, (2) kendala yang ada dalam pelaksanaan putusan perkara Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG (3) Bagaimanakah aturan hukum dan konsekuensi mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat.
Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan putusan PTUN perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG. (2) Untuk mengetahui kendala yang ada dalam pelaksanaan putusan perkara Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG. Dalam menjawab rumusan masalah penulis mengunakan metode penelitian pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data terdiri dari data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Validitas data menggunakan triangulasi dengan analisis data melalui model triangulasi sumber.
2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Soraya Dwi Esfandiari, Pelaksanaan Ptusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makasar.[footnoteRef:6] [6:  Soraya Dwi Esfandiari, Pelaksanaan Ptusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makasar (Uin Alauddin Makassar 2013)] 

Pada penulisan ini penulis membahas mengenai mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah oleh BadanPertanahan Nasional Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor  yang menghambat BPN Makassar melaksanakan putusan PTUN yang sudah ingkrah. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pihak penggugat dalam hal ini pihak yang memenangkan gugatan mengajukan permohonan pembatalan hak yang ditujukan ke Kepala kantor Pertanahan Kota/Kabupaten. Setelah permohonan diajukan dan diterima Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selajutnya permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas, data yuridis dan data fisik. Setalah permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah diperiksa, diteliti dan jika sudah dianggap lengkap selanjutnya akan diserahkan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi. Selanjutnya berkas permohonan diperiksa dan apabila semua syarat terpenuhi maka disampaikan kepada penggugat bahwa surat keputusan atau sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa telah dicabut. Dengan demikian, maka pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dijalankan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Sedangkan Faktor-faktor yang menghambat Badan Pertanahan Nasional Makassar dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah yaitu: faktor kepatuhan Hukum dari Badan/ Pejabat Hukum, faktor berubahnya keadaan (sosial, budaya, alam), faktor kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusan pengadilan, faktor pihak yang memenagkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Pro Aktif megajukan permohonan pembatalan surat Keputusan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara dan faktor banyaknya ketentuan atau kelengkapan yang tidak dilengkapi oleh pemohon, sehingga tidak dimungkinkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan putusan tersebut.
Penelitian dilakasanakan di kota Makassar, Sulawesi Sealatan yaitu pada instansi Badan Pertanahan Nasioanal Makassar, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dimana penulis mengambil data yang diperoleh secara langsung, baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber di lapangan serta berupa data lainya yang diperoleh melalui kepusatakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang – undangan.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-hukum hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[footnoteRef:7] Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, litelatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL. [7:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35] 

2. Sumber Data 
a) Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi hasil putusan Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu 
b) Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi.[footnoteRef:8] Bahan hukum yang sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[footnoteRef:9]  [8:  Ibid, hlm 142]  [9:  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 52.] 

c) Sumber Data Tersier
Sumber Data tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan Data berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa studi dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan-catatan untuk memuat kutipan penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelurusan melalui bahan-bahan teks (buku-buku) dan melalui internet. Bahan-bahan teks diperoleh melalui bahan teks yang didapati dari Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Universitas Bengkulu, Perpustakaan Daerah dan koleksi pribadi, sementara melalui internet diperoleh melalui akses-akses di situs-situs internet yang valid.
4. Analisa Data 
Dalam proses menganalisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan melalui cara analisis yuridis kualitatif. Setiap isu hukum dianalisis dengan bahan hukum yang telah diolah untuk memberikan kesimpulan terhadap masalah yang ada. Hasil analisis bahan hukum di bahas dan disusun secara sistematis untuk menyelesaikan isu hukum mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor  3/G/2018/PTUN.BKL. Dalam menganalisa data pada skripsi ini, penulis menggunakan metode deduksi yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu ejadian yang khusus.[footnoteRef:10] [10:  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung1995, hlm. 3.] 

F. Sistematika Penulisan
Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan  yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk  memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan dan defenisi operasional. 
BAB II KAJIAN TEORITIS dalam bab ini berisi tentang beberapa pengertian mengenai Putusan PTUN, juga jenis-jenis putusan PTUN, putusan PTUN yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pertimbangan hukum, serta frefektip hukum islam. 
BAB III METODE PENELITIAN dalam bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan  sumber data, teknik pengumpulan  dan analisis data.   
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN dalam bab ini penulis akan dibahas permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama, bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menurut putusan PTUN Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL, kedua bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan putusan hakim PTUN Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL ditinjau dari Prespektif Hukum Islam. 
BAB IV PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban 
permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.
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